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OANEN RABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 21 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUST TERMINAL

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

BUPATI ACEH BARAT DAYA

g : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana
Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
maka Retribusi Terminal merupakan jenis
Retribusi Daerah;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai  penyelenggaraan  pcmerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan sosial
kemasyarakatan;,

¢. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan
dengan suatu Qanun.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang ...
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Parnpalian Lembaran Nomeor 3200
Condano-Unaong Nomor 14 fanun 1Yyl enintn
Palu Lintas dan Anghutan Jolan dlombam
Negara Republih indonesia Tahun 1992 Nomoe
449 Tambahan Lembaran Negars Nomaor 34R0 ¢

Undang-Undang Nomor 44 whun 1999 entany
Penvelenggaraan Keistimewaan Provins Duacral
Istinewi Aceh (hembaran INeeara Kepubitk

fndonesia Tahiun 1999 Nomwor 172, Pamtbahan

Lembaran Negara Nomor 3839,
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 fentuns
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Dacarah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talwn
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe  Aceh
Darussalam  (Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4134);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Acch Jayva.
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Acch
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-lIndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan l.embaran Negara
Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan .embaran Negara Nomor 4437).

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Kevangan antara Pemerintah Pusat
dan Dacrah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438).

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3227):

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribust Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenal
Penvedik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Daerah jo, Keputusan Menteri Dalam
Negart Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik
Pegawai Negari Sipil diilingkungan Pemenintah
Daerah);

l6.Keputusan ... ..

fad



16.

18.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomoer KM 68
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo,
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15
Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan
Menter: Perhubungan Nomor KM 68 Tlahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
di Jalan dengan Kendaraan Umum,;

. Keputusan Menteri Dalam Negenn Nomor 174

Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pemungutan Retribusi Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 175
Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Dava;

b

Pemenntah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom

lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati

CANUIN NOMOR 21 TAHUN 2003
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Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SEKDAKAB adalah
SEKDAKARB Aceh Barat Dava;

Pejabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku;

Badan Hukum selanjutnva disebut Badan adalah suatu bentuk badan
Usaha vang meliputi perseroan terbatas, perserpan komanditer.
perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kkongsi,
koperasi;

Retnibusi Jasa Umum adalah Retribusi Atas Jasa vang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah
pembavaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan
terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak
termasuk pelayanan person,

fi. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut

peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribust;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagt wajib retribusi untuk memamfaatkan pelavanan
penyediaan fasilitas terminal;

) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, vang selanjuinya dapat

disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan data objek retribust yang dimilikinya
sebagal dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pembayvaran
retribusi yang terhutang menurut peraturan yang mengatur tentang
Retribusi Daerah;

3. Surat ...

AR
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S o Cweman vang sclanputnya dapat disingkat

s 0 s wemapan vang menentukan besarnya jumlah

‘e . oessen Hewmbusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
w00 omvs dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah ketetapan
an. menentukan lambahan  atas jumlah retribusi yang telah
ditetapkan:

Surat Ketetapan Retribust Daerah Lebih Bavar, yang selanjutnya dapat
disingkat dengan SKRDLB, adalah ketetapan yang menentukan
jumlah keiebithan pembayaran retribusi karena jumlah pemungutan
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagthan retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi,

. Pemeriksaan  adalah  serangkaian Kkegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retnbusi
berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah

serangkaian tindakan vang dilakukan oleh Penyidik Pegawal Negeri
Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menetapkan
tersangkanva.

BAB 11

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Segala pungutan yang dilakukan dalam lokasi Terminal disebut Retnibusi
Termnal, retribusi tersebut dipungut sebagal pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, tempat kegiatan
usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan /atau
dikelola oleh Pemerintah Dagrah

QANUN NOMOR 21 TAHUN 2008 W



Pasal 3

Obvek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang
meliputi

a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang;
b. Penyvediaan tempat kegiatan usaha, kantin, kios, loket, ruko dan
los,
¢. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal meliputi WC/Toilet, tempat
parkir kendaraan pribadi, ruang penginapan operator.
~1 Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan person dan
pelayvanar pengadaan fasilitas terminal vang dikelola oleh Perusahaan
Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

subjek Retribust adalah orang pnibadi dan badan vang menggunakan
silitas terminal.

BAB IH
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

“etribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha,

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waku
semakaian fasilitas terminal.

NNOMOR 2 TATITUN 2003 T




BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak,
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis
yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan
dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar vang berlaku
diwilayah daerah.

(3) Dalam hal tanf pasar vang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan sebagar jumlah tarif pembayaran persatuan unit pelayanan
jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :

a. Biaya operasional langsung, vang meliputi biaya belanja pegawai
tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan
bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya
yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa,

b. Biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya
lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

c. Biaya modal, vang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan
aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, vang
meliputi angsuran dan bunga pinjaman nilai sewa tanah dan
bangunan dan penyusutan aset;

d. Biaya-biaya lainnya vang berhubungan dengan penyediaan jasa
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

{5) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan
dalam persentase dan total biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan dan modal.

CANUN NOMOHS 21 TAHTIN 2005 9



Struktur dan besarnya tanif sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
. 2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS =T | BESARNYA
PELAYANAN | JENISKENDARAN | RETRIBUSI

Penvediaan tempat ['Angkutan Kota /

parkir kendaraan | Angkdes: :
penumpang - Mobil Penumpang | Rp. 1.500 / Hari '
. - Mobil Bis Kecil | Rp. 1.000 / Sekali |
', | Masuk
| - Mobil Bis Sedang ' Rp 1.500/ Sekali
| | Masuk |
- Mobil Bis Besar | Rp. 3.000 / Sekali |
| - Masuk
| - Taksi ' Rp. 1.000 / Sekali
' | Masuk
Angkutan Antar \'
Kota : _
- Mobil Penumpang : Rp. 750/ Sekali
, Masuk
- Mobil Bis Kecil ' Rp. 1.000 / Sekali
| ‘hﬂasuk
| - Mobil Bis Sedang | Rp. 1.500 / Sekah
| - Masuk
- Mobil Bis Besar | Rp. 3.000/ Sckali
Fasilitas Terminal | Warung/Toko ukuran | Rp. 250.000 /
L dmx 6m ' Bulan !
| Kios/Loket  ukuran | Rp. 75.000 / |
&  |satuloket  |Bulan
Kamar Mandi / | Buang Air Besar ' Rp. 500 perkali
W | Buang Air Kecil ' Rp. 250 perkah
_Mandi |Rp 1000 perkali
Doorsmeer i - Mobil Penumpang ‘ Rp. 10.000 / Unit
| - Taksi ' Rp. 10.000 ' Unut
i - Mobil Bis Kecil Rp. 10.000 ' Unit
| - Mobil Bis Sedang | Rp 15000 LUnu
- Mobil Bis Besar Rp. 25,000 / Uni

o INMCMR 21 TATIHIN 2009 O




BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi vang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan
fasilitas terminal diberikan.

BAB VIl

MASA RETRIBUSIE DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan fasilitas terminal dan sejenisnya adalah jangka
waktu vang lamanya 1 (satu) bulan atau ketentuan lain vang ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1). Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPORD.

(2). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3).Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penvampaian SPORD
sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1). Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 avat (1)
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
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riasarkan pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data
terupgkap vang menyebabkan penambahan jumlah
dang. maka dikeluarkan SKRDKBT.

co.. o dan tata cara penerbitan SKRD dan dokumen lain vang
—akan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
“iow ana dimaksud pada avat (2) ditetapkan dengan Keputusan

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

smungutan retribust  tidak  dapat  diborongkan, kecuali atas
-rsetujuan Bupati.

cinbust dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
«ng dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XH
SANKSI ADMINISTRASL
Pasal 15
+ hal Wanb Retribusi tidak membayar retribust tepat pada waktunya
wurang membayvar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

wsar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau
1. ar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X111
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
‘wmbavaran relribusi yang terutang harus dilunasi sckaligus.

cirthust vang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)
wun sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

“*RDKBT dan STRD.
(3). Tata .....

MOR 21 TATTN 2005 11




t3).Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retnbusi
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1).Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan
yang menyebabkan jumlah retribusi vang harus dibayar bertambah,
vang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih
melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2). Penagthan Retribusi dapat ditagih melalui BUPLN dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yvang berlaku,

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

(1).Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2).Keberatan dapat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3).Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribus: tersebut.

(4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pahing lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 dan 3, tidak dianggap scbagai surat keberatan, schingga
tidak dapat dipertimbangkan.

(6). Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

CANUN NOMOHZ 2| TAHUN 205 11



Pasal 19

e CJsam jangka wakie paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

na harus memberi keputusan atas keberatan vang

Sutusan Bupat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
chagian. menolak. atau menambah dan mengurangi besamva

- - e o

ralis Gl ..:illl:
o0 ancea waktu sebagaimana dimaksud pada avat (1) telah fewat
lak membert suatu keputusan, keberatan yang diajukan

gap dikabulkan

i
s
{1

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

vzlebihan  pembavaran retribusi,  wajib  retribusi  dapat
uwan permohonan pengembalian kepada Bupati.

dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima

- —

wwrmohonan kelebthan pembayvaran retribusi sebagaimana dimaksud

wo2 2vat (1) harus memberikan keputusan.
Senila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam avat (2) telah
cpaun dan Bupat tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan

noalian Kelebthan retribust dianggap dikabulkan dan SKRDLI3

seres diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

+ wayb retribust mempunyai hutang retribust lainnya, kelebihan

semnavaran retnbust sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung

critungkan untuk melunast terlebth dahulu  hutang  retribusi

= _oombahan kelebithan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

- —sis Rl Il

~oam avat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

an seiak diterbitkannya SKRDLB.

{6). Apabila ...




(6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribust dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupatt memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

(1). Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang-kurang nya menyebutkan:
a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
b. Masa Retribusi;
¢. Besarmya Kelebihan Pembavaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2). Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.

{3).Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukt! saat permohonan di terima oleh Bupati.

Pasal 22

(1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang
retribust latnnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4},
pembavaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran,

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
{1). Bupati dapat memberikan pengurangan, penambahan dan pembebasan
retribusi.

(2).Pembenan pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi
scbagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi antara lain untuk melakukan pembavaran
secara cicilan, karena bencana alam dan kerusakan.

(3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribus
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XVIiI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24

ootuk melakukan  penagihan  retribusi, kadaluarsa  setelah
~aur o jangka waktu 3 (tiga) tahun  tehitung  scjak  saat
wmenva retrtbusi, kecuali wapb  retribusi melakukan  tindak

Wi dimdang retribusi,

. uwarsa penagthan retribust sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ameouh apabila :
criuikan Surat Teguran atau:
wneakuan hutang retribust dan wanb retribusi bark langsung

—oupun ndak langsung.
BAB XIX

KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

o HRewrbusi vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
~~.owan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6

o bulan atau denda paling banvak 4 (empat) kah jumlah retribusi

midana  sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah

- ]

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26
caour Pegavar Negernt Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan
woran diberikan wewenang  khusus  sebagai  penyidik  untuk
o siukan pemvidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

o oo omana dimaksud dalam Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 1981
sotmee Sukum Acara Pidana.

(2). Wewenang ...




(2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah .

a.

b.

IS

(3)

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti  serta
memberikan laporan  berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Meminta keterangan dari setiap orang pribadi atau badan
sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana  dibidang Retribusi Dacrah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain  serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukt tersebut;

Meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana  dibidang Retribust Daerah;

Menyuruh  berhenti  atau melarang  sescorang  menmggalkan
ruangan atau tempat pada saat  pemeriksaan sedang berlangsung
dan memenksa identitas orang dan/atau dokumen yang diperlukan
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

Memotret seseorang vang berkaitan dengan Retribusi Daerah;

Memanggil orang untek didengar keterangannyva dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain vang diperlukan untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut
hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan;

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia
sesuat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomai
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
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BAB XXi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
-~ vang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang pelaksanaannva

o Coatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan
an dan pedoman vang telah ditetapkan.

Pasal 28
o0 oerlakunya Qanun ini. maka semua ketentuan mengenai Retribusi
== finyatakan udak berlaku lagi
Pasal 29
n ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

_or  setiap orang  dapat  mengetahuinya, memerintahkan
cercundangan Qanun ind dengan penempatannya dalam Lembaran
_scrah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada Tanggal : 14 November 2005 M
12 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

mdasskan di : Blangpidie
gl Tarmoo 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

P A EETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto
MASKLR
SARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

= N vy u
= - . ) P




PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I PENJELASAN UMUM

. Retribusi Terminal dimaksudkan untuk mengatur pemakaian di
lokasi Terminal baik dalam rangka penyediaan tempat parkir
kendaraan penumpang, fasilitas terminal berupa kamarmandi/we
maupun keperluan doorsmeer kendaran secara tertib serta
pemanfaatannya perlu diselenggarakan oleh instansi terkait
sehingga dapat memudahkan pemakaian terminal bagi kepentingan
umum.

o

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu adanya biaya
operasional mclalui  pungutan-pungutan retribusi  dari  setiap
pengunjung/pemakai yang memantaatkan terminal guna dapat
membiayal personil personil yang bertugas maupun kelanjutan dari
keberadan terminal, schingga dapat berkesinambungan.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
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